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PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 128 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan
Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 01/V/PB Tahun 2010 dan
Nomor 12 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran
dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis
Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran
dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 512);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4017, sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4193);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi eselon I
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Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi eselon I Kementerian
Negara;

9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 54/P Tahun 2014;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
PER/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional
Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka
Kreditnya;

11. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/V/PB
Tahun 2010 dan Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional
Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka
Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN DAN
ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1

(1) Petunjuk teknis jabatan fungsional pengembang teknologi
pembelajaran dan angka kreditnya yang selanjutnya disebut Petunjuk
Teknis merupakan pedoman bagi pejabat fungsional, tim penilai
jabatan fungsional, dan pejabat struktural yang terkait dengan
pengelolaan jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran.

(2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
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Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Oktober 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 128 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG
TEKNOLOGI PEMBELAJARAN DAN ANGKA KREDITNYA

PETUNJUK TEKNIS

I. PENDAHULUAN
A. Tujuan

Tujuan Petunjuk Teknis ini adalah untuk menyamakan dan
meningkatkan:
1. pemahaman dan persepsi pimpinan dan pengelola kepegawaian dalam

pembinaan potensi dan karir Pengembang Teknologi Pembelajaran
(PTP); dan

2. pemahaman dan persepsi PTP dalam melaksanakan tugas dan
peningkatan karir.

B. Pengertian
Di dalam lampiran Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1. Pengembang Teknologi Pembelajaran yang selanjutnya disingkat PTP

adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung
jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengembangan
teknologi pembelajaran yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil
dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat
yang berwenang.

2. Teknologi pembelajaran adalah suatu bidang yang secara sistematik
memadukan komponen sumber daya belajar yang meliputi: orang, isi
ajaran, media atau bahan ajar, peralatan, teknik, dan lingkungan,
yang digunakan untuk membelajarkan peserta didik pada semua
jenis, jenjang, dan jalur pendidikan.

3. Pengembangan teknologi pembelajaran adalah suatu proses analisis,
pengkajian, perancangan, produksi, penerapan, dan evaluasi
sistem/model teknologi pembelajaran dan media pembelajaran.

4. Fungsi pengembangan teknologi pembelajaran adalah suatu paduan
antara riset/teori, desain, produksi, logistik, pemanfaatan/diseminasi,
dan penilaian sarana belajar yang memberikan kesempatan dan
kemudahan bagi peserta didik untuk belajar pada semua jenis,
jenjang, dan jalur pendidikan.

5. Fungsi pengelolaan teknologi pembelajaran adalah pengelolaan
organisasi, pengelolaan personil, dan pengelolaan kegiatan
pengembangan sarana belajar pada semua jenis, jenjang dan jalur
pendidikan.


